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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

A. Putusnya Perkawinan 

1. Pengertian Perceraian 

Perceraian berasal dari kata cerai yang menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia berarti pisah atau putus hubungan sebagai suami isteri 

“talak”. Kemudiaan kata “perceraian” mengandung arti perpisahan atau 

perihal bercerai (antara suami isteri) atau perpecahan.
10

 

Perceraian dalam istilah fiqh disebut  "طلاق" yang berarti 

membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Perceraian dalam istilah 

fiqh juga sering di sebut "فشلخ"  yang artinya bercerai yaitu lawan dari 

berkumpul, kemudian kedua istilah itu oleh para ahli fiqh sebagai salah 

satu dari kalimat yang beristilah yang berarti perceraian suami istri. 

Peceraian dalam Islam dikenal dengan "طلاق"  yang secara 

etimologi berarti melepas ikatan.
11

 Menurut Sayyid Muhammad Syathâ‟ 

Al-Dimyatî Al-Misrî, talak secara bahasa adalah melepaskan ikatan. 

Menurut istilah syara‟  adalah  “Melepaskan akad nikah dengan lafadz 

pisah atau lepas.
12

 

                                                             
10

 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus 

Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 185 
11

 Zainuddin Ibn Abd al-Aziz al-Malibary, Fath al-Muîn bi Syarh Qurrah al-„Aini, 

(Surabaya: Bengkulu Indah, tt), h. 112 
12

 Sayid Muhammad Syatha Al-Dimyathî al-Misrî, Terjemahan I‟ânathu at-Thâibîn, 

(Bandung: Al-Ma‟arif, tt), Juz IV, h. 2 
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Perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan 

dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.
13

 

Dari pengertian perceraian yang diberikan, Subekti tidak memasukkan 

perceraian dengan sebab kematian. 

Pasal 38 dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang 

telah dijabarkan dalam PP. Nomor 9 Tahun 1975, perceraian mencakup 

antara lain: 

a. Perceraian dalam pengertian cerai thalaq, yaitu perceraian yang 

diajukan permohonana cerainya oleh dan atas inisiatif suami terhadap 

isteri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku 

beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan 

(diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (vide pasal 14 sampai 

18 PP. No 9 Tahun 1975). 

b. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang 

diajukan cerainya oleh dan atas inisiatif isteri kepada Pengadilan 

Agama, yang di anggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat 

hukumnya sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang telah 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (vide pasal 20 sampai 36 PP. 

No 9 tahun 1975). 

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

perceraian adalah putusan ikatan perkawinan antara suami dan isteri yang 

dilakukan atas kehendak suami atau isteri tersebut karena adanya putusan 

Pengadilan. 
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 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Internusa, 1985), h. 42 
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2.  Dasar Hukum Perceraian 

a. Al-Qur’an. 

Tidak ada ayat-ayat dalam Al-Qur‟an yang menyuruh atau 

melarang eksistensi perceraian, sedangkan untuk perkawinan ditemukan 

beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Meskipun banyak ayat Al-

Qur‟an yang mengatur talak tetapi isinya hanya sekedar mengatur bila 

talak itu terjadi, walaupun  dalam bentuk suruhan atau larangan. Seperti 

firman Allah Swt dalam Al-Qur‟an surah At-Thalâq ayat 1: 

َٙب ٌَب ًُ أٌَُ ُُ اِرَا إٌَجِ َٓ إٌِغَبء طٍََمْزُ ُ٘ َٓ فَطٍَِمُٛ ِٙ  اٌْعِذَحَ َٚأَدْصُٛا ٌِعِذَرِ

َٗ َٚارَمُٛا ُْ اٌٍَ َٓ ٌَب سَثَىُ ُ٘ َٓ ِِٓ رُخْشِجُٛ ِٙ َٓ ٌََٚب ثٍُُٛرِ َٓ أَْ اٌَِب ٌَخْشُجْ  ٌَؤْرٍِ

َٕخٍ ثِفَبدِشَخٍ ِٗ دُذُٚدُ َٚرٍِْهَ ُِجٍَِ َِٓ اٌٍَ ِٗ دُذُٚدَ ٌَزَعَذَ َٚ َُ فَمَذْ اٌٍَ ُٗ ظٍََ  ٌَب َٔفْغَ

ًَ رَذْسِي َٗ ٌَعَ ِْشًا رٌَِهَ ثَعْذَ ٌُذْذِسُ اٌٍَ  .أَ

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka 

hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat 

(menghadapi) iddah nya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu 

serta bertakwalah kepada Allah tuhan mu, janganlah kamu keluarkan 

mereka dari rumah  mereka dan jangan lah mereka (diizinkan) keluar 

kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-

hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap 

dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan 

sesudah itu sesuatu hal yang baru. (Q.S. At-Thalâq: 1).
14

 

                                                             
14

 Al-Qur‟an in Word 
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Berdasarkan  Surat At-Thalâq ayat 1 di atas, dapat diketahui 

bahwa jika seorang suami yang ingin mentalak isterinya hendaklah 

ditalak di waktu suci sebelum dicampuri. Dalam Surah Al-Ahzâb ayat 

49 juga dijelaskan:  

َٙب ٌَب َٓ أٌَُ َُِٕٛا اٌَزٌِ ُُ اِرَا آ َِِٕبدِ َٔىَذْزُ ُّئْ َُ اٌْ َٓ ثُ ُ٘ ُّٛ ًِ ِِٓ طٍََمْزُ  أَْ لَجْ

َٓ ُ٘ َّغُٛ َّب رَ ُْ فَ َٓ ٌَىُ ِٙ ٍْ ْٓ عٍََ َٙب عِذَحٍ ِِ َٓ رَعْزَذَُٚٔ ُ٘ َّزِعُٛ َٓ فَ ُ٘  َٚعَشِدُٛ

ًٍٍِّب عَشَادًب  .جَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi 

perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka 

sebelum mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib pada mereka 

iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah 

mereka mut‟ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-

baiknya. (Q.S Al-Ahzâb: 49).
15

 

Ayat ini menyatakan bahwa laki-laki menikahi perempuan untuk 

menjadi istrinya yang berada dalam kekuasaan berkewajiban 

memeliharanya, sekiranya laki-laki itu menceraikan istrinya sebelum 

dicampuri, maka tidak ada iddah bagi istri tersebut, dan suami 

berkewajiban memberi mut‟ah kepada istrinya, yang dimasud dengan 

mut‟ah di sini adalah pemberian untuk menyenangkan hati istri yang 

diceraikan sebelum dicampuri. 

b.   Hadits Nabi 

Di antara hadits Nabi Muhammad Saw. yang menjelaskan tentang 

perceraian antara lain Hadis dari Ibnu Umar Ra: 

                                                             
15

 Ibid. 
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ِٓ ِٓ عَ َّشَ اِثْ ًَ عُ ُٗ سَضِ َّب اٌٍََ ُٙ ْٕ ِٗ سَعُٛيُ لَبيَ: لَبيَ عَ  الله صٍى اٌٍََ

ْٕذَ اٌَْذٍََبيِ أَثْغَضُ) ٚعٍُ عٍٍٗ ِٗ عِ ُٖ (طٍََبقُاٌَ اٌٍََ َٚا ُٚدَ أَثُٛ سَ ُٓ ،دَا  َٚاثْ

ْٗ ُٗ ،َِبجَ ُُ َٚصَذَذَ ٍُ أَثُٛ َٚسَجَخَ ،اٌَْذَبوِ ُٗ دَبرِ   اِسْعَبٌَ

“Dari Ibnu Umar dari Nabi Muahammad Saw bersabda, sesuatu 

perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Swt adalah thalak. (HR.  

Abu Daud ).
16

 

Hadis di atas menjelaskan tentang hukum asal dari talak, yaitu 

makruh dilakukan, karena talak merupakan perbuatan yang halal tapi 

paling dibenci oleh Allah Swt . Hadis dari Ibnu Umar juga menegaskan: 

ِٓ ِٓ عَ َّشَ اِثْ ًَ عُ ُٗ سَضِ َّب اٌٍََ ُٙ ْٕ ُٗ) عَ ُٗ طٍََكَ أََٔ ِْشَأَرَ ًَ اِ ِ٘  فًِ دَبئِضٌ َٚ

ْٙذِ ِٗ سَعُٛيِ عَ َّشُ فَغَؤَيَ ٚعٍُ عٍٍٗ الله صٍى اٌٍََ ِٗاَ سَعُٛيَ عُ  صٍى ٌٍَ

ْٓ ٚعٍُ عٍٍٗ الله ُٖ: فَمَبيَ رٌَِهَ؟ عَ َٙب، ُِشْ ٍٍُْشَاجِعْ َُ فَ َٙب ثُ ّْغِىْ ٍُ  دَزَى ٌْ

ُٙشَ، َُ رَطْ َُ رَذٍِضَ، ثُ ُٙشَ، ثُ َُ رَطْ ْْ ثُ ِْغَهَ شَبءَ اِ ْْ ثَعْذُ، أَ  طٍََكَ شَبءَ َٚاِ

ْْ ثَعْذَ َّظَ، أَ ٍْهَ ٌَ ٌْعِذَحُ فَزِ َِشَ اٌََزًِ اَ ُٗاَ أَ ٌٍَ ْْ َٙب رُطٍََكَ أَ  ُِزَفَكٌ( إٌَِغَبءُ ٌَ

ِٗ ٍْ  عٍََ

“Dari Ibnu Umar, bahwa Dia menceraikan istrinya dikala sedang haid 

pada masa Rasullulah Saw, lalu Umar bin Khattab bertanya kepada 

Rasullulah tentang hal itu, maka Rasullulah Saw bersabda 

“perintahkanlah kepadanya, hendaklah Dia merujuknya kemudian 

menahannya sampai suci, kemudian haid, kemudian suci. Jika Dia 

bermaksud menahanya maka setelah itu dan jika dia mau, maka Dia 

                                                             
16

 Abu Daud Sulaimân Bin al-Asy‟ats al-Sajistanî, Sunan Abû Daud, (Beirût: Dâr Al-

Kutûb al-Ilmiyah, 1996), Hadis Ke-2.178 Bab Kitab at-Thalâq, h. 120 
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menceraikan sebelum menyentuh. Itulah iddah yang diperintahkan  Allah 

jika wanita itu diceraikan. (HR. Muslim).
17

 

Hadis di atas menjelaskan tentang kapan boleh menjatuhkan talak 

kepada isteri. Jika isteri dalam keadaan haid, maka tunggulah ia sampai 

dalam keadaan suci. Jika ingin menceraikannya maka ceraikanlah sebelum 

menyentuhnya. 

 

3. Bentuk-Bentuk Perceraian 

Putusnya perceraian adalah istilah hukum yang digunakan dalam 

undang-undang perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya 

hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang 

selama ini menjadi suami istri. Untuk maksud perceraian itu ulama fiqh 

menggunakan istilah furqah (berpisah). 

Terputusnya ikatan suami isteri jika ditinjau dari inisiatif dari pihak 

yang menghendaki akan putusnya ikatan terbagi pada:  

1. Putusnya ikatan suami istri yang bukan kehendak dari pihak suami atau 

pun istri malainkan Allah Swt mencabut nyawa dari salah satu pihak 

suami atau isteri sehingga terputuslah ikatan perkawinan suami dan istri 

tersebut. 

2. Putusnya ikatan suami isteri dengan inisiatif dari pihak suami dengan 

alasan dan ucapan tertentu kepada pihak istri (kata-kata talak). 

                                                             
17

 Imam Muslim, Shahîh Muslim, (Riyâdh: Dâr Al-Thayyibah, 2006), dalam Kitab 

Thalâq, Hadis No. 1.471, h. 674 
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3. Putusnya ikatan suami istri dengan inisiatif dari pihak istri yang 

menghendaki perceraian dikarenakan alasan tertentu dan suami tetap 

ingin mempertahankan ikatan suami istri tersebut (khulu‟). 

4. Fasakh di mana hakim sebagai pihak ketiga memutuskan untuk 

mengakhiri hubungan perkawinan karena alasan tertentu yang 

menandakan tidak dapatnya Hubungan perkawinan dilanjutkan.18 

Pasal 38 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan pasal 113 

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan dapat putus 

karena:  

a. Kematian 

b. Perceraian 

c. Atas keputusan pengadilan 

Selanjutnya Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan putusnya 

perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak 

atau dapat terjadi karenan perceraian. 

Bentuk-bentuk perceraian yang mengakibatkan putusnya 

perkawinan yang di atur dalam Hukum Islam, yang dapat menjadi alasan-

alasan hukum perceraian dan bermuara pada cerai talak dan cerai gugat 

yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP. 

Nomor 9 Tahun 1975, dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Talak 

                                                             
18

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh 

Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2011), h. 197 
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Talak menurut bahasa artinya meninggalkan. Dalam istilah syara‟ talak 

adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan 

perkawinan.
19

 

Menurut Syaikh Muhammad Syatha Al-Dimyatî al-Misrî, talak secara 

bahasa adalah melepaskan ikatan. Menurut istilah syara‟ adalah 

Melepaskan akad nikah dengan lafadz pisah atau lepas. 
20

 

Menurut Abdurahaman Al-Jazirî Talak secara istilah adalah 

melepaskan status pernikahan.
21

 

Sedangkan talak menurut Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada pasal 

117, talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang 

menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. 

Abdul Ghafur Anshari menjelaskan bahwa dalam hukum islam hak talak 

ini diberikan kepada suami dengan pertimbangan, bahwa pada 

umumnya suami lebih mengutamakan pemikiran dalam 

mempertimbangkan sesuatu dari pada istri yang biasanya bertindak atas 

dasar emosi. Hal ini dimaksudkan agar perceraian lebih dapat 

diminimalisasi hak-hak talak diberikan kepada istri .
22

 

Walaupun hukum asal perceraian itu makruh, namun melihat keadaan 

dan situasi tertentu, maka hukum talak itu sebagai berikut : 

                                                             
19

 Sayyid Sabîq, Fiqh al-Sunnah, (Kairo: al-Fath al-„Ilam al-„Arabî, 1365 H), Jilid 2, 

h. 2 
20

 Sayid Muhammad Syathâ‟ al-Dimyathî al-Misrî, Ibid, h. 3 

  
21

 Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh ala Madzâhahib al-Arba‟ah, Jilid IV, (Mesir: Dâr al-

Fikr, 1989), h. 278 
22

 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Pespektif Fikih dan Hukum 

Positif), (Yogyakarta : UII Press, 2011), h. 105-106 
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1. Nadab atau Sunat, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak 

dapat di lanjutkan lagi dan seandainya dilanjutkan juga kemudharatan 

lebih banyak akan timbul. 

2. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi 

perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan 

perceraian itu, sedangkan manfaatnya juga ada akan tetapi amat 

sedikit. 

3. Wajib atau merupakan kemestian dilakukan, yaitu perceraian yang 

mesti dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah 

untuk tidak menggauli istri sampai masa tertentu, dan tidak mau pula 

memberikan kifarat sumpah agar dapat bergaul dengan istrinya. 

Tindakan itu memudharatkan istrinya. 

4. Haram jika talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam 

keadaan haid atau suci yang dalam masa itu telah digauli.23 

Macam-macam talak itu ditinjau dari segi waktu menjatuhkannya, 

terdiri dari dua macam yaitu: 

a. Talak Sunnah (Sunnî) 

Talak Sunni yaitu talak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan 

syariat islam, suami mentalak istri yang sudah pernah disetubuhi 

dengan satu kali talak pada istri dalam keadaan suci dan tidak 

disentuh selama waktu suci tersebut. 

Sebagai dasarnya firman Allah Swt: 

                                                             
23

 Amir Syarifuddin, Ibid, h. 201 
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َٙب ٌَب ًُ أٌَُ ُُ اِرَا إٌَجِ َٓ إٌِغَبء طٍََمْزُ ُ٘ َٓ فَطٍَِمُٛ ِٙ  َٚأَدْصُٛا ٌِعِذَرِ

َٗ َٚارَمُٛا اٌْعِذَحَ ُْ اٌٍَ َٓ ٌَب سَثَىُ ُ٘ َٓ ِِٓ رُخْشِجُٛ ِٙ  بٌََٚ ثٍُُٛرِ

َٓ َٓ أَْ اٌَِب ٌَخْشُجْ َٕخٍ ثِفَبدِشَخٍ ٌَؤْرٍِ ِٗ دُذُٚدُ َٚرٍِْهَ ُِجٍَِ َِٓ اٌٍَ َٚ 

ِٗ دُذُٚدَ ٌَزَعَذَ َُ فَمَذْ اٌٍَ ُٗ ظٍََ ًَ رَذْسِي ٌَب َٔفْغَ َٗ ٌَعَ  ثَعْذَ ٌُذْذِسُ اٌٍَ

ِْشًا رٌَِهَ  .أَ

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu 

maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka 

dapat menghadapi iddahnya secara wajar, dan hitunglah waktu 

iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah 

kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah 

mereka di izinkan keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan 

keji yang terlarang. itulah hukum-hukum allah, 

makasesuangguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya 

sendiri. Kamu tidak diketahui barangkali Allah mengadakan 

sesudah itu sesuatu hal yang baru. (Q.S. At-Thalaq: 1)
24

 

b. Talak Bid‟ah 

Talak Bid‟ah adalah talak  yang tidak sesuai dalam ketentuan 

dalam syariat Islam, lebih singkatnya yakni talak yang terjadi 

dalam kondisi yang diharamkan atau tata cara pelaksanaannya 

tidak dibenarkan dalam syariat Islam, seperti seorang Suami 

yang mentalak istrinya sebanyak tiga kali dengan satu kali 

ucapan atau mentalak tiga kali secara terpisah-pisah. Atau suami 

                                                             
24

 Al-Qur‟an in Word 
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mentalak istri dalam keadaan istri sedang haid atau nifas atau 

suci yang telah disetubuhi, sedangkan keadaannya belum jelas 

apakah persetubuhan itu menimbulkan kehamilan tau tidak. 

Adapun keharaman talak bid‟ah ditinjau dari jumlahnya tiga kali 

yang dijatuhkan besamaan dalam satu waktu ialah firman Allah 

Swt: 

َٙب فَبِْ ًُ فَلَا طٍََمَ ُٗ رَذِ ْٚجًب رَٕىِخَ ىَدَزَ ثَعْذُ ِِٓ ٌَ ُٖ صَ ٍْشَ  فَبِْ غَ

َٙب َّب جَُٕبحَ فَلَا طٍََمَ ِٙ ٍْ َّب أَْ ظََٕب اِْ ٌَزَشَاجَعَب أَْ عٍََ  دُذُٚدَ ٌُمٍِ

ِٗ ِٗ دُذُٚدُ َٚرٍِْهَ اٌٍّ َٙب اٌٍّ ٍَ ٌُجٍَُِٕ ْٛ َْ ٌِمَ ُّٛ  ٌَعٍَْ

“Kemudian jika suami mentalaknya sesudah talak yang kedua 

maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin 

dengan suami yang lain, kemudian jika suami yang lain itu 

menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk 

kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat 

menjalankan hukum-hukum Allah. Itu lah hukum-hukum Allah, 

diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui. (Q.S Al-

Baqarah: 230).
25

 

Talak ditinjau dari segi pengaruhnya terdiri dari dua macam yaitu: 

1. Talak Raj‟î 

Talak Raj‟î adalah talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang 

telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, 
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talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.26 Dalam 

talak Raj‟i suami masih tetap berhak mengembalikan istri ke bawah 

perlindungannya selagi iddahnya belum habis, dan itu bisa dilakukan 

dengan semata keinginan untuk rujuk dengannya. Sebagaiman firman 

Allah Swt dalam Al-Qur‟an Surah Al-Baqarah Ayat 229: 

ِْ اٌطَلَاقُ ِْغَبنٌ َِشَرَب َّعْشُٚفٍ فَبِ ْٚ ثِ ٍْ رَغْشٌِخٌ أَ ًُ َٚلَا ثِبِدْغَب  ٌَذِ

ُْ َّب رَؤْخُزُٚاْ أَْ ٌَىُ ِِ َٓ ُ٘ ُّٛ ٍْزُ ٍْئًب آرَ َّب أَلَا ٌَخَبفَب أَْ اِلَا شَ  دُذُٚدَ ٌُمٍِ

ِٗ ْْ اٌٍّ ُْ فَبِ ِٗ دُذُٚدَ َّبٌُمٍِ أَلَا خِفْزُ َّب جَُٕبحَ فَلَا اٌٍّ ِٙ ٍْ َّب عٍََ  افْزَذَدْ فٍِ

ِٗ ِٗ دُذُٚدُ رٍِْهَ ثِ َ٘ب فَلَا اٌٍّ َِٓ رَعْزَذُٚ ِٗ دُذُٚدَ ٌَزَعَذَ َٚ ٌَْٚئِهَ اٌٍّ ُُ فَؤُ ُ٘ 

َْ ُّٛ  .اٌظَّبٌِ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk 

lagi dengan cara yang ma‟ruf atau menceraikannya dengan cara yang 

baik. Tidak halal bagi kamu dengan mengambil kembali sesuatu dari 

yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya 

khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah Swt, jika 

kamu khawatir keduanya  tidak dapat dapat menjalankan hukum-

hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran 

yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya, itulah hukum-hukum 

Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang 

melanggar hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim”. (Q.S Al-

Baqarah : 229).
27
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Hal ini maksudnya adalah bahwa talak yang disyariatkan oleh Allah Swt 

itu bertahap, jadi setelah jatuhnya talak yang pertama laki-laki masih boleh 

menahan istrinya dengan baik dan begitu pula setelah talak yang kedua. 

Hal ini maksudnya adalah suami berhak melakukan rujuk kembali kepada 

istrinya seperti sedia kala sebelum Dia menceraikan istrinya. 

2. Talak Ba‟în 

Yaitu talak yang putus secara penuh, dalam arti tidak memungkinkan 

suami kembali kepada istrinya kecuali dengan melakukan nikah baru, 

talak ba‟în inilah yang tepat disebut putusnya pekawinan.28 Ibn Rusyd 

berpendapat bahwa para ulama sepakat akan istilah talak Ba‟în hanya 

digunakan untuk talak yang dilakukan suami kepada istri yang di talak 

sebelum disetubuhi, tidak untuk kali yang ketiga dan talak dengan 

membayar uang tebusan yang diserahkan oleh istri kepada suami agar 

sang istri bisa mengajukan khulu‟.29 

Macam-macam Talak Ba‟în: 

a. Talak Ba‟în Sughra 

Dalam hal ini suami punya kesempatan untuk rujuk jika habis masa 

iddahnya atau menikah dengan istrinya setelah masa iddah habis.30  

b. Talak Ba‟în Kubra 

Talak Ba‟în Kubra adalah talak yang menghilangkan hak suami 

untuk nikah kembali kepada istrinya, kecuali kalau bekas istrinya 

itu telah kawin dengan orang lain dan telah berkumpul sebagai 
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suami istri secara sah dan nyata. Dan istri telah menjalankan masa 

iddah dan telah habis masa iddahnya.31 Sebagiman firman Allah 

Swt: 

َٙب فَبِْ ًُ فَلَا طٍََمَ ُٗ رَذِ ْٚجًب رَٕىِخَ دَزَىَ ثَعْذُ ِِٓ ٌَ ٍْشَُٖ صَ  فَبِْ غَ

َٙب َّب جَُٕبحَ فَلَا طٍََمَ ِٙ ٍْ َّب أَْ ظََٕب اِْ ٌَزَشَاجَعَب أَْ عٍََ  دَدُذُٚ ٌُمٍِ

ِٗ ٍْهَ اٌٍّ ِٗ دُذُٚدُ َٚرِ َٙب اٌٍّ ٍَ ٌُجٍَُِٕ ْٛ َْ ٌِمَ ُّٛ  .ٌَعٍَْ

Artinya: “Kemudian jika suami mentalaknya (setelah talak yang 

kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga ia 

kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu 

menceraikannya maka tidak ada dosa lagi  bagi keduanya (suami 

pertama dengan bekas istri) untuk kawin kembali jika  kedua nya 

berpendapat akan dapat menjalani hukum-hukum Allah. Itulah 

hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang mau 

mengetahui. (Q.S Al-Baqarah: 230). 

Kewajiban dari suami yang telah dijatuhkan talak kepada 

isterinya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 dinyatakan 

bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami 

wajib : 

1. Memberikan mut‟ah yang layak kepada bekas isterinya, baik 

berupa uang atau benda. 
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2. Memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada istri selama 

dalam masa iddah. 

3. Melunasi mahar yang terhutang.Memberikan biaya hadhanah 

untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun. 

 

2. Syiqâq 

Syiqâq adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami dan isri 

sedemikian rupa, sehingga antara suami dan isri terjadi pertentangan 

pendapat dan pertengkaran yang menjadikan kedua belah pihak 

tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat 

mengatasinya.32 Sebagaimana firman Allah Swt: 

ْْ ُْ َٚاِ َّب شِمَبقَ خِفْزُ ِٙ ِٕ ٍْ ًّب فَبثْعَثُٛاْ ثَ ْٓ دَىَ ِِ ِٗ ٍِْ٘ ًّب أَ ْٓ َٚدَىَ ِِ 

َٙب ٍِْ٘ َٛفِكِ اِصْلَادًب ٌُشٌِذَا اِْ أَ ٌُ ُٗ َّب اٌٍّ ُٙ َٕ ٍْ َْ ثَ َٗ اِ َْ اٌٍّ ًّب وَب  عٍٍَِ

 .خَجٍِشًا
Artinya: “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara 

keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki laki dan 

seorang hakim dari keluara perempuan. Jika kedua orang hakam 

itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan 

taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S An-Nisâ: 35).
33

 

3. Khulu‟ 

Menurut para fuqaha khulu‟ kadang dimaksudkan makna yang 

umum, yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai 
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penebus „iwadh yang diberikan oleh istri kepada suami untuk 

menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata 

khulu‟ mubarah maupun talak. Kadang dimaksudkan kata yang 

khusus yaitu talak atas dasar „iwadh sebagai tebusan dari istri 

dengan kata-kata khulu‟ (pelepasan) atau yang semakna seperti 

mubarah (pelepasan).34 

4. Fasakh 

Secara etimologi fasakh berarti membatalkan, apabila dihubungkan 

dengan perkawinan, fasakh berarti membatalkan perkawinan atau 

merusakkan perkawinan. Secara terminologi fasakh bermakna 

pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan 

tuntutan isteri atau suami yang dibenarkan di Pengadilan Agama 

atau karena pernikahan yang terlanjur menyalahi aturan hukum 

pernikahan.35 

Hukum pelaksanaan fasakh pada dasarnya adalah mubah atau boleh, 

yakni tidak disuruh atau tidak pula dilarang. Namun bila melihat 

kepada keadaan dan bentuk tertentu hukumnya bisa bergeser 

menjadi wajib, misalnya jika kelak dikemudian hari ditemukan 

adanya rukun dan syarat yang tidak dipenuhi oleh suami isteri 

sewaktu akad nikah. 
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Adapun alasan alasan yang di perbolehkan seorang istri menurut 

fasakh di Pengadilan adalah:
36

 

a. Suami sakit gila. 

b. Suami menderita penyakit menular yang tidak mungkin untuk 

sembuh. 

c. Suami tidak mau atau kehilangan kemampuan untuk melakukan 

hubungan kelamin. 

d. Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memberi nafkah pada 

istrinya. 

e. Istri merasa tertipu baik dalam nasab, kekayaan atau kedudukan 

suami. 

f. Suami pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya dan tanpa berita, 

sehingga tidak diketahui hidup dan matinya dan waktunya 

sudah cukup lama. 

Isteri yang diceraikan dengan Pengadilan dengan jalan fasakh, tidak 

dapat dirujuk oleh suaminya. Jadi, kalau keduanya ingin kembali 

hidup sebagai suami isteri harus dengan perkawinan yang baru, 

yaitu melaksanakan akad nikah yang baru. Pereraian dengan fasakh 

tidak mengurangi hak talak dari suami. Dengan demikian apabila 

suami istri yang telah bercerai dengan fasakh, kemudia hidup 

kembali sebagai suami istri dengan akad yang baru, maka suami 

tetap mempunyai hak talak tiga kali. 
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5. Taklik Talak 

Taklik talak telah lazim diucapkan dalam pernikahan di Indonesia, 

dimana setiap orang mempelai laki-laki setelah akad nikah 

berlangsung mengucapkan ikrar Taklik Talak. Arti Taklik Talak 

adalah menggantungkan, jadi pengertian taklik talak ialah suatu 

talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang 

telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah dijanjikan lebih 

dahulu.37 Dasar dibolehkannya taklik talak terdapat dalam Firman 

Allah Swt: 

ِْ ِْشَأَحٌ َٚاِ َٙ ِِٓ خَبفَذْ ا ْٚ ُٔشُٛصًا بثَعٍِْ  جَُٕبْحَ فَلَا اِعْشَاضًب أَ

َّب ِٙ ٍْ َّب ٌُصٍِْذَب أَْ عٍََ ُٙ َٕ ٍْ ٍْشٌ َٚاٌصٍُْخُ صٍُْذًب ثَ  َٚأُدْضِشَدِ خَ

َْ َٚرَزَمُٛاْ رُذْغُِٕٛاْ َٚاِْ اٌشُخَ الَأٔفُظُ َٗ فَبِ َْ اٌٍّ َّب وَب َْ ثِ ٍَُّٛ  رَعْ

 .خَجٍِشًا

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau 

sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi 

keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan 

perdamaian itu lebih baik walaupun manusia itu menurut tabiatnya 

kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan 

memelihara darimu, maka sesungguhnya Allah adalah Maha 

Mengetahui apa  yang kamu kerjakan”. (Q.S An-nisâ‟: 128).
38
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6. Ila‟ 

Ila‟ secara bahasa adalah sumpah. Kata Ila‟ adalah bentuk katanya 

adalah masdar, maka para ulama mendefenisikan Ila‟ dengan 

sumpah yang diucapkan oleh suami yang mampu melakukan jimak 

dengan nama Allah Swt atau dengan sifat-sifatnya yang serupa 

untuk meninggalkan jimak dengan isterinya melalui vagina selama 

empat bulan atau lebih. 

Jika terpenuhi, maka sumpah dinamakan Ila‟ dan hukumnya sesuai 

dengan ketentuan hukum tentang Ila‟ yang diatur dalam nash. Dan 

jika salah satu dari mereka mencabut sumpahnya, maka tidak ada 

lagi hukum Ila‟. Adapaun dalil dari Ila‟ adalah firman Allah Swt: 

َٓ َْ ٌٍَِزٌِ ُْ ِِٓ ٌُئٌُْٛ ِٙ ُٙشٍ أَسْثَعَخِ رَشَثُصُ ِٔغَآئِ ْْ أَشْ َْ فَآإُٚا فَبِ  فَبِ

َٗ ٌُ غَفُٛسٌ اٌٍّ ْْ. سَدٍِ ُِٛاْ َٚاِ َْ اٌطَلَاقَ عَضَ َٗ فَبِ ٍِّعٌ اٌٍّ ٌُ عَ  .عٍٍَِ
Artinya: “Kepada orang-orang yang mengila‟kan istrinya diberi 

tangguh 4 bulan lamanya. Kemudia jika mereka kembali kepada 

istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang. Dan jika mereka berazam talak, maka sesungguhnya 

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S Al-Baqarah: 

226-227).
39

 

7. Zhihar 

Lafadz zhihar diambil dari kata zhahr (punggung). Hal ini 

dikarenakan apabila salah seorang kaum jahiliyah menzhihar 

isterinya, maka ia berkata padanya ”kamu seperti punggung ibuku”. 
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Kemudian lafadz zhihar digunakan untuk seluruh anggota tubuh 

yang secara qiyas menunjukkan kepada punggung. Zhihar di masa 

jahiliyah sama dengan cerai, lalu Allah memberikan keringanan 

bagi umat ini dan menetapkan kaffarat didalamnya, Allah tidak 

menetapkan sebagai cerai, sebagaimana yang mereka yakini di masa 

jahiliah.40 

Zhihar adalah perbuatan seorang laki-laki yang mengatakan kepada 

istrinya, kamu sama dengan ibuku (atau saudariku atau orang yang 

masih mahram dengannya baik dari segi nasab maupun sebab 

susuan). Dengan tujuan hanya ingin menghindari jimak dan 

bersenggama dengan istrinya. Ketika suami menyamakan istrinya 

dengan wanita yang haram dinikahinya, maka dalam hal ini 

dihukumi Zhihar.
41

 Zhihar hukumnya adalah haram dan dilarang, 

sebagaimana firman Allah Swt: 

َٓ َْ اٌَزٌِ ِ٘شُٚ ُِٙ ِِٓ ٕىُُِِ ٌُظَّب َٓ َِب ِٔغَبئِ ُ٘ ُْ ِٙ َٙبرِ َِ ْْ أُ ُْ اِ ُٙ َٙبرُ َِ  أُ

ُْ اٌٍَبئًِ اٌَِب ُٙ َٔ ُْ ٌََٚذْ ُٙ َٔ َْ َٚاِ ٍَمٌُُٛٛ َٓ ُِٕىَشًا ٌَ ْٛيِ ِِ َْ َٚصُٚسًا اٌْمَ  َٚاِ

َٗ ٌٛ اٌٍَ  غَفُٛسٌ ٌَعَفُ

Artinya: “Orang-orang yang men-zhihar istrinya diantara kamu, 

menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal tidaklah istri mereka 

itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang 

melahirkan mereka, dan sesugguhnya mereka sungguh-sungguh 
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mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Sesungguhnya 

Allah Maha Pemaaf lagi Pengampun”. (Q.S Al-Mujâdalah: 2).
42

 

8. Li‟ân. 

Li‟ân secara bahasa berarti mengutuk. Sedangkan menurut istilah 

dalam hukum Islam, li‟ân ialah sumpah yang diucapkan oleh suami 

ketika Dia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali 

kesaksian bahwa istri termasuk orang yang benar dalam 

tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai 

pernyataan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah Swt jika 

berdusta dalam tuduhannya itu. Adapun dasar hukum dari li‟ân 

adalah firman Allah Swt: 

َٓ َْ َٚاٌَزٌِ ُِٛ ُْ ٌَشْ ُٙ َٚاجَ ُْ أَصْ ُْ ٌَىُٓ ٌََٚ ُٙ َٙذَاء ٌَ ُْ اٌَِب شُ ُٙ  أَٔفُغُ

َٙبدَحُ ُْ فَشَ ِ٘ َٙبدَادٍ أَسْثَعُ أَدَذِ ِٗ شَ ُٗ ثِبٌٍَ َٔ َٓ اِ ِّ ٌَ َٓ . اٌصَبدِلٍِ

ِِغَخُ َْ َٚاٌْخَب ِٗ عَْٕذٌََ أَ ِٗ اٌٍَ ٍْ َْ اِْ عٍََ َٓ وَب ِِ َٓ ٌَذْسَأُ. اٌْىَبرِثٍِ َٚ 

َٙب ْٕ ْْ اٌْعَزَاةَ عَ َٙذَ أَ َٙبدَادٍ أَسْثَعَ رَشْ ِٗ شَ ُٗ ثِبٌٍَ َٓ أَِ ِّ ٌَ َٓ . اٌْىَبرِثٍِ

ِِغَخَ َْ َٚاٌْخَب ِٗ غَضَتَ أَ َٙب اٌٍَ ٍْ َْ اِْ عٍََ َٓ وَب ِِ َٓ  اٌصَبدِلٍِ

Artinya: “Isterinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai 

saksi-saksi selain dari diri mereka sendiri, maka persaksian orang 

itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah Swt, 

sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan 

(sumpah) yang kelima : bahwa laknat Allah atasnya, jika dia 

termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindari 
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hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah. 

Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang 

yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima : bahwa laknat Allah 

atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. (Q.S 

An-Nûr : 6-9).
43

 

Agar li‟ân sah hukumnya, maka disyaratkan suami istri tersebut 

haruslah orang mukallaf (baligh dan berakal sehat) yang menuduh 

istrinya dengan tuduhan zina dan dia berdusta dengan tuduhan 

tersebut hingga saat terjadinya li‟ân. Kemudia hal tersebut akan 

diputuskan oleh hakim yang mengadili. Li‟ân terjadi karena: 

1. Suami menuduh isterinya berzina, tetapi ia tidak punya empat 

saksi laki-laki yang dapat menguatkan kebenaran tuduhannya 

itu. 

2. Suami tidak mengakui kehamilan istrinya sebagai hasil dari 

benihnya.44 

Jadi li‟ân tersebut telah usai dengan sempurna yaitu terpenuhi 

syarat-syarat sahnya, maka yang akan terjadi adalah hal berikut: 

1. Telah menggagalkan hukumun menuduh dari sang suami. 

2. Telah terjadi perceraian kedua belah pihak dan diharamkan 

bersatu kembali untuk selama-lamanya. 

3. Jika suami menghapuskan status keturunan anak yang ada 

dalam kandungan istri darinya di dalam li‟ân dengan 

mengatakan “bayi yang dikandungnya bukan benih dariku” 
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maka anak itu tidak punya hubungan keturunan dengan 

suaminya.45 

 

4. Alasan-Alasan Perceraian 

Sebagaimana lazimnya suatu gugatan yang diajukan di Pengadilan 

Agama yang harus didasarkan alasan yuridis, demikian halnya gugatan atau 

permohonan perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama harus di 

dukung oleh alasan yang ditetapkan oleh ketentuan-ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.46 Alasan-alasan yang dapat dijadikan 

sebagai alasan perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

adalah sebagi berikut: 

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi 

dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 

Dijadikannya zina sebagai alasan perceraian dalam Undang-Undang 

Perkawinan ini, disebabkan perbuatan zina tersebut banyak 

menimbulkan mudharat. Zina menurut kamus besar bahasa indonesia 

adalah kata benda yang berarti : 

1) Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak 

terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan). 

2) Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan 

dengan seorang perempuan yang buka istrinya, atau seorang 
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perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang 

bukan suaminya. 

Ditinjau dari segi kesehatana, perzinaan itu menyebabkan penyakit 

kotor, dimana banyak orang melakukan perbuatan keji, maka disanalah 

muncul penyakit-penyakit kotor. Penyakit-penyakit kotor tersebut 

antara lain sifilis atau raja singa dan gonorhoa atau kencing nanah. 

Penularan penyakit-penyakit ini hampir selalu disebabkan oleh 

persetubuhan. Kedua macam penyakit ini telah banyak membinasakan 

jiwa manusia. Penyakit kotor ini turun temurun sampai anak cucu. 

Raja singa dan kencing nanah tidak saja melemahkan rohani dan 

jasmani, tetapi juga membahayakan keselamatan rumah tangga. 

Selain penyakit yang timbul oleh perbuatan zina, juga 

mengakibatkan lahirnya anak-anak yang tidak mempunyai bapak serta 

kaburnya silsilah keturunan. Allah Swt melarang manusia untuk 

mendekati zina apalagi untuk melakukan perbuatan zina. Seperti 

ditegaskan dalam firman Nya: 

ُٗ اٌضَِٔى رَمْشَثُٛاْ َٚلَا َٔ َْ اِ  عَجٍِلًا َٚعَبء فَبدِشَخً وَب

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu 

adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. (Q.S Al-Isra‟: 

32)
47 

Berdasarkan ayat tertsebut di atas dapat dipahami jangankan untuk 

berbuat zina, untuk mendekatinya perbuatan zina itu saja Allah sangat 

                                                             
47

 Al-Qur‟an in Word 



32 
 

 
 

melarangnya. Seseorang diperintahkan berusaha untuk menjauhi 

perbuatan-perbuatan yang bisa mengarah untuk berbuat zina, seperti 

berdua-duaan ditempat sepi yang memungkinkan untuk melakukan 

maksiat. 

Undang-Undang Perkawinan ini juga menyebutkan alasan 

perceraian bisa salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, penjudi 

dan lainnya yang sukar disembuhkan. Pemabuk menurut Bahasa 

Indonesia adalah kata benda yang berarti orang yang suka atau biasa 

mabuk. Kemudian mabuk adalah kata kerja yang berarti: 

1. Merasa pening atau hilang kesadaran karena terlalu lama banyak 

minum minuman keras, makan gadung dan sebagainya. 

2. Berbuat diluar kesadaran atau lupa diri. 

3. Sangat gemar atau suka. 

4. Tergila-gila sangat birahi, tidak berbuat apa-apa, hanya melamun, 

asyik berangan-angan saja.48 

Pemabuk adalah sebuah sebutan negatif yang diberikan kepada 

seseorang, dalam kontek suami istri yang suka meminum atau makan 

bahkan mengalami ketergantungan terhadap bahan-bahan, makan-

makanan dan minuman yang memabukkan yang umumnya 

mengandung alkohol melebihi kadar ditoleransi menurut indikator 

kesehatan. Pemabuk seringkali mengalami pusing kepala, bahkan 

hilang kesadaran, tetapi sangat kuat birahi atau nafsu syahwatnya, 
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sehingga dapat berbuat diluar kesadaran atau lupa diri, yang dapat 

membahayakan tidak hanya dirinya, melainkan juga orang lain. Selain 

zina dan pemabuk, pemadat juga sangat dapat menjadi dasar hukum 

bagi suami atau istri yang berkehendak melakukan perceraain. 

Pemadat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda 

yang artinya orang suka atau biasa menghisap madat. Adapun madat 

adalah : 

1. Kata benda yang artinya candu. 

2. Kata kerja yang artinya menghisap candu.49 

Jadi pemadat adalah suatu predikat negatif yang diberikan kepada 

seseorang yang suka atau biasa mengkonsumsi bahkan mengalami 

kecanduan atau ketergantungan terhadap narkotika atau obat-obatan 

terlarang misalnya morpin, ganja, opium, heroin, pil koplo, pil ekstasi 

dan lain-lain. 

Selanjutnya, penjudi juga dapat dijadikan alasan hukum bagi suami 

atau istri yang hendak melakukan perceraian, selain zina, pemabuk dan 

pemadat. Penjudi menurut Kamus Besar Bahas Indonesia adalah kata 

kerja yang artinya permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. 

Berjudi adalah karta kerja yang artinya : 

1) Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan 

tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan 
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sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang 

atau harta semula. 

2) Bermain judi, bermain dadu dengan bertaruh uang. 

Penjudi adalah predikat negatif yang diberikan kepada seseorang 

yang suka bermain judi bahkan mengalami ketergantungan terhadap 

judi. Implementasi negatif dari judi adalah menjadikan penjudi banyak 

barang-barangan atau berkhayal, ingin cepat kaya dengan jalan pintas, 

boros, lemah hati dan pikiran. 

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut 

tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar 

kemampuanya. 

Meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah menunjukkan 

secara tegas bahwa suami atau isteri sudah tidak melaksanakan 

kewajibannya sebagai suami isteri, baik kewajiban yang bersifat 

lahiriah maupun batiniah. Ini berarti bahwa tidak ada lagi harapan 

untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga, karena telah 

hilangnya perasaan sayang dan cinta. Sehiungga tega menelantarkan 

atau mengabaikan hak suami atau istri yang ditinggalkan. Jadi, 

perceraian adalah solusi keluar dari rumah tangga yang secara hukum 

formal ada, tetapi secara faktual sudah tidak ada lagi. 

Alasan hukum perceraian berupa meninggalkan pihak lain selama 

2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, 

harus diajukan di depan Sidang Pengadilan dari rumah kediaman pihak 
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yang menuntut perceraian setelah lampaunya waktu dua tahun 

terhitung sejak saat pihak lainnya meninggalkan rumah kediaman 

tersebut. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP. Nomor 9 Tahun 

1975 tidak memuat kejelasan tentang pengertian dan kriteria hukum 

tanpa alasan yang sah, sehingga dapat saja ditafsirkan bahwa jika ada 

hal-hal dalam rumah tangga suami atau istri yang sangat buruk, 

sehingga dianggap pantas bagi suami atau istri untuk meninggalkan 

pihak lainnya itu, maka keadaan demikian tidak merupakan alasan bagi 

pihak lainnya untuk menuntut perceraian. 

c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 

Hukuman penjara atau hukuman berat lainnya dapat membatasi 

bahkan menghilangkan kebebasan suami atau istri untuk melakukan 

berbagai aktifitas berumah tangga, termasuk menghambat suami atau 

istri untuk melaksanakan kewajibannya, baik kewajiban yang bersifat 

lahiriah maupun yang bersifat batiniah, sehingga membuat penderitaan 

lahir batin dalam rumah tangga yang sudah tidak layak lagi untuk 

dipertahankan. 

Alasan hukum perceraian berupa suami atau isteri mendapat 

hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah 

perkawinan berlangsung cukup dengan mengajukan turunan dari 

putusan hakim dalam perkara perdata tentang perceraiannya. 
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Dalam hukum Islam, tidak ada ketentuan hukum khusus yang 

mengatur tentang hukuman penjara atau hukuman berat lainnya 

sebagai alasan perceraian. Namun implementasi negatif dari hukuman 

penjara dan hukuman berat lainnya yang dapat menjadi alasan 

hukuman perceraian, misalnya suami atau istri yang menjalani 

hukuman penjara dan hukuman berat lainnya tidak lagi dapat 

melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri. 

Selain itu prilaku yang sangat buruk sebagai reflexi dari hukuman 

penjara atau hukuman berat lainnya yang dijalani oleh suami atau istri 

juga dapat menjadi alasan hukum percerain menurut hukum Islam. 

Sedemikian buruknya perilaku suami atau istri tersebut, menimbulkan 

perasaan was-was atau cemas berulangnya kembali tindak pidana yang 

dilakukan suami atau istri yang bersangkutan. 

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat 

membahayakan pihak lain. 

Kejam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata sifat 

yang artinya: 

1. Tidak menaruh belas kasihan, bengis, zalim. 

2. Sangat kikir. Sedangkan aniaya adalah kata benda yang artinya 

perbuatan bengis. Menganiaya adalah kata kerja yang artinya 

memperlakukan dengan sewenang-wenang. Jadi prilaku kejam dan 

penganiayaan berat adalah perilaku sewenang-wenang, bengis, 

dan zalim, yang membahayakan dan menyakiti orang lain baik 
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secara fisik maupun psikis, yang bersifat menyiksa dan menindas, 

tanpa ada rasa belas kasihan.
50

 

Kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan dapat 

berdampak penderitaan fisik dan mental bagi suami atau isteri yang 

menerima kekejaman dan penganiayaan berat sebagi bentuk tindak 

kekerasan yang membahayakan nyawa tersebut. Tindak kekerasan, 

terutama tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri 

terjadi hampir di semua lapisan masyarakat Indonesia. Terjadinya 

tindak kekerasan terhadap perempuan tidak terlepas dari dianutnya 

budaya patrilineal oleh masyarakat Indonesia yang menempatkan 

perempuan sebagai manusia nomor dua, sedangkan laki-laki sebagai 

manusia nomor satu. 

 

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. 

Cacat badan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata 

benda yang artinya cacat pada badan. Adapun cacat adalah kata benda 

yang artinya : 

1. Kekuarangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik 

atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin 

atau akhlak). 

2. Cacat yang menyebabkan keadaan menjadi kurang baik. 

3. Cela, aib. 
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4. Tidak sempurna. 

Selanjutnya penyakit menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah kata kerja yang artinya : 

1. Sesuatu yang menyebabkan terjadinya gangguan pada makhluk 

hidup. 

2. Gangguan kesehatan yang disebabkan oleh bakteri, virus atau 

kelainan sistem jaringan pada organ tubuh. 

3. Kebiasaan yang buruk, sesuatu yang mendatangkan keburukan.51 

Jadi cacat badan atau penyakit adalah kekurangan yang ada pada 

diri suami atau istri, baik yang bersifat badaniah maupun yang bersifat 

rohaniah yang mengakibatkan terhalangnya suami istri untuk 

melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri, sehingga dengan 

keadaan yang demikian itu dapat menggagalkan tujuan perkawinan 

untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Perkawinan 

merupakan perjanjian yang menimbulkan perikatan antara suami dan 

isteri, yang menempatkan suami atau isteri dalam kedudukan yang 

seimbang dan mengandung hak dan kewajiban yang seimbang pula 

bagi kedua pihak.
52

 Perikatan yang bersumber dari perjanjian dalam 

perkawinan itu adalah perikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki 

yang kemudian berstatus sebagai isteri, yaitu secara psikologi sosial 
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bertujuan membentuk keluarga atau rumahtangga yang harmonis dan 

bahagia dalam nuansa penuh kasih sayang yang pada hakikatnya kasih 

sayang itu adalah dari Allah Swt. 

Oleh karena itu sangat konsisten dan logis manakala suami atau 

istri dapat menjadi alasan hukum perceraian sebagaimana yang telah 

diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Udang Nomor 1 Tahun 1974 jo. 

Pasal 19 huruf (e) PP. Nomor 9 Tahun 1975. 

Satu diantara beberapa kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan 

karena suami atau istri mendapat cacat badan atau penyakit, adalah 

kewajiban yang bersifat lahiriah, yaitu melakukan hubungan 

persetubuhan antara suami atau istri. Jika persetubuhan ini tidak di 

laksanakan oleh suami atau istri, berarti hak suami atau istri untuk 

menikmati persetubuhan tidak terpenuhi. Padahal menurut Muhammad 

Idris Ramulyo, perkawinan menurut hukum Islam bermakna nikah 

yang menurut artinya ialah hubungan seksual dan menurut arti 

majazinya atau arti hukum adalah akad yang menjadikan halal 

hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang 

wanita.
53

 

f. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah 

tangga. 

Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam 

dan tidak ada titik temu antara suami atau istri yang bermula dari 
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perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan 

dalam kehidupan rumah tangga. Adapun pertengkaran adalah sikap 

yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami atau istri yang tidak 

hanya berwujud nonfisik, tetapi juga tindakan-tindakan fisik, yang 

terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat 

diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masihng 

suami atau istri yang bersangkutan.
54

 

Perselisihan dan pertengkaran terjadi karena sudah sangat 

bencinya yang satu pada pihak yang lain, maka disitulah dituntut 

bantuan para pihak untuk mendamaikan mereka. Masalah ini 

dijelaksna dalam firman Allah Swt: 

 

ْْ ُْ َٚاِ َّب شِمَبقَ خِفْزُ ِٙ ِٕ ٍْ ًّب فَبثْعَثُٛاْ ثَ ْٓ دَىَ ِِ ِٗ ٍِْ٘ ًّب أَ ْٓ َٚدَىَ َٙب ِِ ٍِْ٘  أَ

َٛفِكِ اِصْلَادًب ٌُشٌِذَا اِْ ٌُ ُٗ َّب اٌٍّ ُٙ َٕ ٍْ َْ ثَ َٗ اِ َْ اٌٍّ ًّب وَب   اخَجٍِشً عٍٍَِ

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara 

keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki 

dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam 

itu bermaksud mengadakan kebaikan, niscaya Allah memberi taufik 

kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 

Maha Mengenal. (Q.S An-nisâ‟: 35).
55

 

 

Berdasarkan ayat di atas jelaslah bahwa bila terjadi perselisihan 

antara suami dan istri terus menerus yang bisa mengakibatkan 
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terjadinya perceraian dan pertengkaran maka disitulah kelaurga dari 

kedua belah pihak diperlukan untuk menyelesaikan perkara yang 

dihadapi oleh suami istri tersebut. Bila para hakam itu tidak mampu 

untuk mendamaikan maka barulah mencari penyelesaiannya di 

Pengadilan Agama. 

 

g. Suami Melanggar Taklik Talak. 

Pembacaan taklik talak ini bukan merupakan keharusan hanya 

sukarela, tetapi pada umumnya di Indonesia hampir semua suami 

mengucapkan taklik talak setelah akad nikah. Taklik talak ini 

merupakan dengan tujuan melindungi kepastian istri supaya tidak 

dianiaya oleh suami. Kalau diperhatikan jatuhnya taklik talak ini 

hampir sama dengan khulu‟, sebab sama-sama disertai uang iwadh dari 

pihak istri. Sehingga talak yang dijatuhkan atas dasar taklik talak 

dianggap sebagai Talak Ba‟in, suami boleh mengambil istrinya lagi 

dengan jalan melaksanakan akad nikah baru. Talak satu yang 

menjatuhkan suami berdaasarkan taklik talak mengakibatkan hak talak 

suami tinggal dua kali, apabila keduanya kembali melakukan 

pernikahan. 

 

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 

ketidakrukunan dalam rumahtangga. 

Apabila salah seorang dari suami atau isteri keluar dari agama 

Islam maka putuslah hubungan perkawinan mereka. Dasar hukumnya 

adalah dalam firman Allah Swt: 
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ُّشْشِوَبدِ رَٕىِذُٛاْ َٚلَا َٓ دَزَى اٌْ ِِ َِخٌ ٌُئْ َٕخٌ َٚلَأ ِِ ٍْشٌ ُِئْ  ِِٓ خَ

ْٛ ُِشْشِوَخٍ ٌََٚ ُْ َٓ رُٕىِذُٛاْ َٚلَا أَعْجَجَزْىُ ُّشِشِوٍِ ُِِٕٛاْ دَزَى اٌْ  ٌََٚعَجْذٌ ٌُئْ

ٌٓ ِِ ٍْشٌ ُِئْ ْٛ ُِشْشِنٍ ِِٓ خَ ٌََٚ ُْ ٌَْٚئِهَ أَعْجَجَىُ َْ أُ  إٌَبسِ اٌَِى ٌَذْعُٛ

ُٗ َٛ َٚاٌٍّ َّغْفِشَحِ اٌْجََٕخِ اٌَِى ٌَذْعُ ِٗ َٚاٌْ ُٓ ثِبِرِْٔ ٌُجٍَِ َٚ ِٗ ُْ ٌٍَِٕبطِ آٌَبرِ ُٙ  ٌَعٍََ

َْ  .ٌَزَزَوَشُٚ

ArtinyA: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, 

sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin 

lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu dan 

janganlah kamu menikahi orang-orang musyrik sebelum mereka 

beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang 

musyrik, walaupun dia menarik hatimu, mereka mengajak keneraka, 

sedang Allah mengajak kesurga dan ampunan dengan izinnya dan 

Allah menerangkan ayat-ayatnya (perintah-perintahnya) kepada 

manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Q.S Al-Baqarah: 

221).
56

 

5. Akibat Hukum dari Perceraian 

a. Akibat hukum perceraian terhadap anak. 

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat 

berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak 

merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan dan 
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anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut.57 

Suami isteri yang melakukan perceraian sangat berdampak pada 

pertumbuhan dan psikologi terhadap anak-anak mereka. 

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan 

hak-hak anak menurut Pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 ialah baik Bapak maupun Ibu tetap mempunyai kewajiban 

memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan 

kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan 

anak-anak, maka peradilan yang memberikan keputusan. 

Akibat hukum perceraian terhadap anak ini tentu saja hanya 

berlaku terhadap suami istri yang mempunyai anak dalam perkawinan 

mereka, tetapi tidak berlaku terhadap suami dan istri yang tidak 

mempunyai anak dalam perkawinan mereka. 

Menurut Soemiyati, jika terjadi perceraian di mana telah diperoleh 

keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak 

hasil perkawinan adalah ibu, nenek seterusnya ke atas. Akan tetapi, 

mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya 

pendidikannya adalah menjadi tanggung jawab ayahnya. Berakhirnya 

masa asuhan adalah pada waktu anak itu sudah dapat ditanya kepada 

siapa dia terus ikut. Kalau anak tersebut memilih ibunya, maka si ibu 
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tetap berhak mengasuh anaknya, kalau anak itu memilih ikut 

bapaknya, maka hak mengasuh pindah pada bapaknya.
58

 

Sudah menjadi kewajiban orangtua untuk melindungi anak-

anaknya, mendidik bahkan menafkahinya sampai Dia dewasa. Anak 

mestinya dilindungi dari hal-hal yang membawa dampak negatif pada 

perkembangannya, baik fisik maupun psikis.
59

 

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, khususnya 

mengenai pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya, Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam Pasal 41 ayat 9 (a) dan 

(b), sebagai berikut : 

a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidk 

anak anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, 

bilamana ada perselisihan mengenai anak penguasaan anak-anak, 

pengadilan memberikan keputusannya. 

b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan 

dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila bapak dalam 

kenyataannya tidak dapat memberikan kewajibannya tersebut, 

pengadilan dapat menentukan bahwai bu ikut memikul biaya 

tersebut. 

 

b. Akibat hukum perceraian terhadap bekas suami atau isteri 
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Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban 

mantan suami atau isteri menurut Pasal 41 huruf c Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada 

bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau 

menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.
60

 Ketentuan normatif 

dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini 

mempunyai kaitan dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang 

putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu yang kemudian 

pasal ini telah dijabarkan dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 yang 

memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang janda yang 

perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi 

janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-

kurangnya 90 hari. Apabila perkawinan putus, sedangkan janda itu 

dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai Dia 

melahirkan. 

Selanjutnya menurut Pasal 39 PP. No 9 Tahun 1975 tidak ada 

waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, 

sedang antara janda tersebut dengak bekas suaminya belum terjadi 

hubungan kelamin. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, 

waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap. 
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Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban 

mantan suami atau isteri yang di atur dalam hukum Islam, telah 

dipositivasi dalam Komplikasi Hukum Islam, khususnya Pasal 149 

yang memuat ketentuan imperatif bahwa bilamana perkawinan putus 

karena talak, maka bekas suami wajib : 

1. Memberikan Mut‟ah yang layak kepada bekas istrinya, baik 

berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul. 

2. Memberikan nafkah, maskawin dan kiswah kepada bekas istri 

selama masa iddah, keculai bekas istri telah dijatuhi Talak Ba‟in 

atau Nusyuz dan dalam keadaan hamil. 

3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh 

apabila qabla dukhul. 

4. Memberikan hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 

umur 21 tahun. 

5. Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang 

masih dalam masa iddah berdasarkan Pasal 150 Kompilasi Hukum 

Islam. Sebaliknya bagi bekas istri selama masa iddah, menurut 

Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam, wajib menjaga dirinya, tidak 

menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. Oleh 

karena itu bekas istri menurut Padal 152 Kompilasi Hukum Islam, 

berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali 

bila Dia nusyuz.
61
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Yang dimaksud dengan mut‟ah menurut Pasal 1 huruf j Kompilasi 

Hukum Islam adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi 

talak berupa benda atau uang dan lainnya. Mut‟ah wajib diberikan oleh 

bekas suami dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 

158 Kompilasi Hukum Islam, yaitu belum ditetapkan mahar bagi istri 

ba‟da dukhul dan perceraian itu atas kehendak suami. 

c. Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama. 

Menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 

penjelasannya pasal, akibat hukum perceraian terhadap harta bersama 

diatur menurut hukumnya masing-masing, yang mencakup hukum 

Agama, hukum adat dan hukum yang lainnya. Ini berarti bahwa 

Undang-Udang Nomor 1 Tahun 1974 menyerahkan kepada pihak 

(mantan suami dan mantan istri) yang bercerai u ntuk memilih hukum 

mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada 

kesepakatan, maka hakim di pengadilan dapat mempertimbangkan 

menurut rasa keadilan yang sewajarnya. 

Erna wahyuningsih dan Putus Samawati menjelaskan harta 

bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, 

walaupun pada keyataannya seorang istri tidak ikut mencari nafkah, 

namun istri mempunyai hak yang sama dengan suami atas harta 

bersama ini. Artinya bila terjadi perceraian maka pada umumnya harta 

bersama dibagi dua, istri maupun suami masing-masing akan 
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mendapatkan bagian yang sama.
62

 Sebaliknya harta bawaan adalah 

harta yang sudah di dapat suami istri sebelum menikah, hadiah dan 

harta waris tidak termasuk kedalam kategori harta bersama. Artinya 

harta-harta itu tidak dapat ikut dibagi apabila terjadi perceraian.
63

 

 

B. Cerai Gugat 

Cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan isteri atau 

kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi 

tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman 

bersama tanpa izin suami. Jika isteri meninggalkan tempat kediaman 

bersama tanpa izin suami, gugatan harus ditunjukkan kepada pengadilan 

daerah hukumnya mewilayahi tempat kediaman suaminya. Hak untuk 

memohon memutuskan ikatan perkawinan ini dalam hukum Islam disebut 

Khulu‟ perceraian atas keinginan pihak isteri, sedangkan suami tidak 

menghendaki.
64

 

Khulu‟ adalah perceraian yang terjadi dalam bentuk mengurangi 

jumlah talak dan tidak dapat dirujuk lagi, hal ini didasarkan pada pasal 161 

Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “perceraian dengan jalan khulu‟ 

mengurangi dan tak dapat dirujuk.
65

 Khulu‟ berarti pula bahwa isteri 
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melepaskan akad pernikahan dengan membayar ganti rugi berupa 

pengembalian mahar kepada suami.
66

 

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 148 dinyatakan bahwa: 

1. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu 

menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang 

mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya. 

2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan 

suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing. 

3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan 

tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya. 

4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwad atau tebusan 

maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami 

untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. 

Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi. 

5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam 

pasal 131 ayat (5). 

6. Dalam hal tidak tercapainya kesepakatan tentang besarannya tebusan 

atau iwad, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara 

biasa.
67

 

Khulu‟ hanya dibolehkan kalau ada alasan yang tepat seperti suami 

meninggalkan isteri selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin isterinya serta 

alasan yang sah, atau suaminya murtad dan tidak memenuhi kewajiban 
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terhadap isterinya sedangkan isteri khawatir akan melanggar hukum Allah 

dalam kondisi seperti ini isteri tidak wajib untuk menggauli suami dengan 

baik dan ia berhak untuk khulu‟.
68

 Dan juga apabila isteri merasa tidak 

bahagia hidup bersama dengan suaminya atau dapat pula terjadi karena isteri 

sangat membenci suaminya, keadaan seperti ini sering terjadi pada 

masyarakat yang masih mengenal perkawinan yang ditentukan oleh pihak 

orang tua atau ditentukan oleh pihak lain yang dapat memaksa salah satu 

pihak terutama (calon isteri) untuk menikah dengan orang yang tidak 

dicintainya.
69

  

Rukun Khulu‟ ada lima yaitu a) Suami yang baligh, berakal dan 

dengan kemauannya, b) Isteri yang dalam kekuasaan suami, maksudnya 

isteri tersebut belum ditalak suami yang menyebabkannya tidak boleh 

dirujuk; c) Ucapan yang menunjukkan khulu‟; d) Bayaran yaitu suatu yang 

boleh dijadikan mahar (iwadh); e) Orang yang membayar belum 

menggunakan hartanya, baik isteri maupun orang alin.  Disini dimulai dari 

rukun pertama yaitu suami, syarat suami sah talaknya yaitu baligh, berakal, 

dan berdasarkan pilihan sendiri sebagaimana keterangan dalam talaq, 

demikian itu karena khulu‟ juga talak, suami menjadi rukun bukan syarat. 

Suami yang sah talaqnya merupakan syarat dalam diri suami, khulu tidak sah 

dari suami yang masih anak kecil suami gila, dan terpaksa, seperti talaq 

mereka. Rukun kedua keharusan penerima iwadh agar khulu‟ sah dari 

seorang isteri syarat penerima khulu‟ haruslah orang yang sah mentasarufkan 
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harta secara mutlak karena menerima khulu‟ berarti keharusan menerima 

harta. Rukun ketiga adalah pengganti khulu‟ (iwadh), khulu‟ menghilangkan 

kepemilikan nikah dengan pengganti/ imbalan, imbalan ini adalah bagian-

bagian yang pokok dari makna khulu‟. Rukun keempat adalah sighat yaitu 

dengan lafal jelas dan sindiran.
70

 Syarat dari khulu‟ antara lain hendaknya 

khulu‟ itu berlangsung sampai selesai tanpa adanya tindakan penganiayaan 

(menyakiti) yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya, jika ia menyakiti 

isterinya maka ia tidak boleh mengambil sesuatupun darinya, kemudian 

khulu‟ itu berasal dari isteri bukan suami, dan jika suami merasa tidak 

senang hidup bersama dengan isterinya, maka suami tidak berhak 

mengambil sedikitpun harta dari isterinya.
71

 

Dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam diatur tentang akibat 

perceraian karena cerai gugat seperti : 

2. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya 

kecuali bila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya diganti 

oleh: 

a) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu. 

b) Ayah. 

c) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayahnya. 

d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan. 

e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. 
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f) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan 

hadhanah dari ayah atau ibunya. 

3. Apabila pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan 

jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah 

dicukupi, maka permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan 

Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang 

mempunyai hak hadhanah pula. 

4. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah 

menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut 

dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). 

5. Bila mana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak 

Pengadilan Agama memberikan putusan berdasarkan huruf (a) (b) dan 

(d). 

6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya 

menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-

anak yang tidak turut padanya.
72

 

 

C. Prosedur Gugat Cerai di Pengadilan Agama 

         Jika isteri merasa bahwa perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi 

dan memutuskan untuk bercerai, langkah pertama yang dapat dilakukan 

adalah mengajukan Gugatan Perceraian. Bagi yang beragama Islam, gugatan 

ini dapat diajukan di Pengadilan Agama (Pasal 1 Bab.I Ketentuan Umum PP 

No.9/1975tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan). 
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a. Tempat Mengajukan Gugatan.
73

 

Jika seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian, berarti ia adalah 

pihak Penggugat dan suami adalah Tergugat. Untuk mengajukan gugatan 

perceraian, istriatau kuasa hukum anda (bila anda menggunakan kuasa 

hukum) mendatangi Pengadilan Agama (PA) di wilayah tempat tinggal 

istri. Bila istri tinggal di luarNegeri, gugatan diajukan di PA wilayah 

tempat tinggal suami. Bila isteri dan suaminya tinggal di luar negeri, 

maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama diwilayah tempat 

mereka berdua menikah dulu, atau kepada Pengadilan Agama Jakarta 

Pusat (Pasal 73 UU No 7/89 tentang Peradilan Agama). 

b. Alasan dalam Gugatan Perceraian.  

Alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian di Pengadilan 

Agama antara lain:
74

 

1) Suami berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya. 

2) Suami meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa 

ada ijinatau alasan yang jelas dan benar, artinya: suami dengan sadar 

dan sengajameninggalkan istri. 

3) Suami dihukum penjara selama (lima) 5 tahun atau lebih setelah 

perkawinandilangsungkan. 

4) Suami bertindak kejam dan sering menganiaya istri. 

5) Suami tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami karena 

cacatbadan atau penyakit yang dideritanya. 
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6) Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa 

kemungkinanuntuk rukun kembali. 

7) Suami melanggar taklik-talak yang ia ucapkan saat ijab-kabul. 

8) Suami beralih agama atau murtad yang mengakibatkan 

ketidakharmonisandalam keluarga. 

9) Saksi dan Bukti 

Seorang istri atau kuasa hukumnya wajib membuktikan di pengadilan 

kebenaran dari alasan-alasan tersebut dengan: 

1) Salinan Putusan Pengadilan, jika alasan yang dipakai adalah suami 

mendapathukuman 5 (lima tahun) atau lebih. (pasal 74 UU No. 

7/1989 jo. KHI pasal135). 

2) Bukti hasil pemeriksaan dokter atas perintah dari pengadilan, bila 

alasan istriadalah suami mendapat cacat badan atau penyakit yang 

menyebabkan takmampu memenuhi kewajibannya. (pasal 75 UU 

7/1989). 

3) Keterangan dari saksi-saksi, baik yang berasal dari keluarga atau 

orang-orangdekat yang mengetahui terjadinya pertengkaran antara 

istri dengan suaminya. (pasal 76 UU 7/1989 jo. pasal 134 KHI). 

c. Surat-surat yang harus disiapkan.
75

 

1. Surat Nikah Asli 

2. Foto kopi Surat Nikah 2 (dua) lembar, masing-masing dilengkapi 

denganmaterai, kemudian dilegalisir. 
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3. Foto kopi Akte Kelahiran anak-anak (bila punya anak), dilengkapi 

denganmaterai, juga dilegalisir. 

4. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbaru Penggugat (istri). 

5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK). 

Bila bersamaan dengan gugatan perceraian diajukan pula gugatan 

terhadapharta bersama, maka perlu disiapkan bukti-bukti kepemilikannya 

seperti sertifikattanah (bila atas nama penggugat/pemohon), BPKB 

(Bukti Pemilikan KendaraanBermotor) atau STNK (Surat Tanda Nomor 

Kendaraan) untuk kendaraan bermotor,kwitansi, surat jual-beli, dll. 

Untuk itu, siat penting untuk menyimpan surat-suratberharga yang anda 

miliki dalam tempat yang aman. 

d. Isi Surat Gugatan.
76

 

1) Identitas para pihak (Penggugat/Tergugat) atau persona standi in 

judicio, terdiri dari nama suami dan istri (beserta bin/binti), umur, 

tempat tinggal, halini diatur dalam pasal 67 (a) UU No. 7/1989. 

Identitas para pihak ini jugadisertai dengan informasi tentang agama, 

pekerjaan dan statuskewarganegaraan. 

2) Posita (dasar atau alasan gugat),
77

 disebut juga Fundamentum 

Petendi, berisiketerangan berupa kronologis (urutan peristiwa) sejak 

mulai perkawinan istridengan suaminya dilangsungkan, peristiwa 

hukum yang ada (misalnya:lahirnya anak-anak), hingga munculnya 

ketidakcocokan antara istri dan suamiyang mendorong terjadinya 
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perceraian, dengan alasan-alasan yang diajukandan uraiannya yang 

kemudian menjadi dasar tuntutan (petitum). Contoh posita misalnya: 

a) Bahwa pada tanggal…telah dilangsungkan perkawinan antara 

penggugatdan tergugat di… 

b) Bahwa dari perkawinan itu telah lahir…(jumlah) anak 

bernama…, lahir di…pada tanggal… 

c) Bahwa selama perkawinan antara penggugat dan tergugat sering 

seringterjadi perselisihan dan pertengkaran sebagai 

berikut…Bahwa berdasarkan alasan di atas cukup bagi 

penggugat mengajukangugatan perceraian…dst 

d) Petitum (tuntutan hukum), yaitu tuntutan yang diminta oleh Istri 

sebagai penggugat agar dikabulkan oleh hakim.
78

  

e) Bentuk-bentuk tuntutan misalnya: 

1) Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk 

seluruhnya. 

2) Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat 

…sah putus karena perceraian sejak dijatuhkannya putusan 

oleh hakim. 

3) Menyatakan pihak penggugat berhak atas hak pemeliharaan 

anak danberhak atas nafkah dari tergugat terhitung sejak 

tanggal...sebesar Rp....per bulan sampai penggugat menikah 

lagi. 
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4) Mewajibkan pihak tergugat membayar biaya pemeliharaan 

(jika anak belum dewasa) terhitung sejak.... sebesar Rp.... 

per bulan sampai anak mandiri/dewasa. 

5) Menyatakan bahwa harta berupa.... yang merupakan harta 

bersama (gono-gini) menjadi hak penggugat... 

6) Menghukum penggugat membayar biaya perkara…dst 

 

e. Gugatan Provisional.
79

 

Sebelum putusan akhir dijatuhkan hakim, dapat diajukan pula 

gugatan provisional di Pengadilan Agama untuk masalah yang 

perlu kepastian segera, misalnya: 

1) Memberikan ijin kepada isteri untuk tinggal terpisah dengan 

suami. 

2) Ijin dapat diberikan untuk mencegah bahaya yang mungkin 

timbul jika suami-isteri yang bertikai tinggal serumah. 

3) Menentukan biaya hidup atau nafkah bagi isteri dan anak-

anak yangseharusnya diberikan oleh suami. 

4) Menentukan hal-hal lain yang diperlukan untuk menjamin 

pemeliharaan danpendidikan anak. 

5) Menentukan hal-hal yang perlu bagi terpeliharanya barang-

barang yangmenjadi harta bersama (gono-gini) atau barang-

barang yang merupakan hartabawaan masing-masing pihak 

sebelum perkawinan dahulu. 
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D. Sidang Cerai Gugat.
80

  

Panggilan Sidang Pertama (Pembacaan Gugatan Penggugat). Sidang pertama 

dilakukan kurang lebih sekitar 4 minggu, setelah surat gugatan cerai 

didaftarkan dipengadlilan. Isi undangan bagi penggugat adalah tentang 

kewajiban untuk menghadiri sidang pertama, surat unutk suami selain surat 

undangan juga disertai sengan surat gugatan cerai.  

1. Gambaran proses persidangan pertama.
81

 

a. Majelis hakim memeriksa identitas isteri dan suami. 

b. Hakim akan mengupayakan untuk mendamaikan perselisihan antar 

isteri dan suami setiap kali sidang, namun isteri punya hak unutk 

menolak berdamai dengan suami. 

c. Majelis hakim berusaha mendamaikan dengan proses mediasi, yaitu 

proses usaha mendamaikan suami istri yang telah mengajukan 

gugatan cerai, dimana mediasi dijembatani oleh seorang hakim yang 

ditunjuk oleh pengadilan agama. 

Prosedur dan ketentuan mediasi dipengadilan berdasarkan PERMA 

Nomor 1 tahun 2008:
82

 

a. Kewajiban hakim pemeriksa dan kuasa hukum 

1. Pada hari pertama hakim mewajibkan para pihak untuk 

menempuh mediasi 
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2. Ketidak hadiran pihak tergugat tidak menghalangi pelaksanaan 

mediasai 

3. Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, 

mendorong untuk aktif dalam proses mediasi 

4. Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak 

sendiri berperan langsung aktif dalam proses mediasi 

5. Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk 

memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses 

mediasi 

6. Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi 

b. Hak para pihak memiliki mediator.
83

 

Para pihak berhak memilih mediator diantara hakim bukan 

pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan, 

akademisi hukum, profesi bukan hukum yang dianggap para 

pihak menguasai, hakim majelis pemeriksa perkara , 

gabungan antara mediator. 

c. Batas waktu pemilihan mediator.
84

 

1. Setelah para pihak hadir pada sidang pertama, hakim 

mewajibkan untuk memilih mediator termasuk biaya 

yang mengkin timbul akibat pilihan penguasaan 

mediator bukan hakim 
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2. Para pihak segera menyampaikan mediator pilihan 

kepada ketua majelis hakim 

3. Ketua majelis hakim segera memberitahu mediator 

terpilih untuk melaksanakan tugas 

4. Jika para pihak tidak dapat sepakat memilik mediator 

dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka para 

pihak wajib menyampaikan kegagalan kepada ketua 

majelis hakim 

5. Setelah menerima pemberitahuan para pihak, tentang 

kegagalan mediator. Ketua majelis hakim segera 

menunjuk hakim atau pemeriksa pokok perkara untuk 

menjalankan fungsi mediator. 

 

d. Menempuh mediasi dengan iktikad baik.
85

 

1. Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan 

iktikad baik 

2. Salah satu pihak tidak menyatakan mundur dalam 

proses mediasi  

e. Tahap-tahap proses mediasi.
86

 

1. Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para 

pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-

masing pihak dapat menyerahkan resume perkara 

kepada satu sama lain dan kepada mediator 
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2. Dalam waktu 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk 

mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat 

menyerahkan resume perkara hakim mediator yang 

ditunjuk 

3. Proses mediasi berlangsung selama 40 hari 

4. Jika perlu dan atas dasar kesepakatan, mediasi dapat 

silakukan secara jarak jauh dengan menggunkan alat 

komunikasi 

f. Kewenangan mediator menyatakan mediasi gagal 

1. Mediator berkewajiban menyatakan gagal apabila salah 

satu pihak dua kali berturut-turut tidak menghadiri 

pertemuan mediasi tanpa alasan setelah panggilan 

2. Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator 

memahami bahwa dalam sengketa yang sedang 

dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan yang 

berkaitan dengan orang lain yang tidak disebutkan 

dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang 

berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak 

dalam mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada 

para pihak dan hakim bahwa perkara bersangkutan 

tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak 

tidak lengkap 
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g. Tugas-tugas mediator.
87

 

1. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal 

pertemuan mediasi 

2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk aktif 

dalam proses mediasi 

3. Mediator wajib mendorong para pihak untuk mencari 

berbagai penyelesaian yang terbaik bagi para pihak 

h. Keterlibatan Ahli 

1. Atas persetujuan para pihak dan hakim mediator dapat 

mengundang seseorang yang lebih ahli untuk 

memberikan penjelasan dan pertimbangan membantu 

menyelesaikan perbedaan pendapat diantara para pihak 

2. Para pihak harus lebih dulu mencapai kesepakaatan  

i. Kesepakatan 

1. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, 

para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan 

secara tertulis kesepakatan yang dicapai  

2. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian 

kepada hakim unutk dikuatkan dalam bentuk akta 

perdamaian, jika tidak kesepakatan perdamaian harus 

memuat klausul pencabutan gugatan dan atau klausul 

yang menyatakan perkara telah selesai 

j. Tidak ada kesepakatan 
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1. Jika dalam waktu 40 hari kerja para pihak tidak 

menghasilkan kesepakatan, mediator wajib 

menyatakan secara tertulis bahawa proses mediasi 

telah gagal 

2. Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai 

dengan ketentuan hukum  acara yang berlaku 

3. Pada tiap tahapan pemerikasan pekara, hakim 

pemerikas perkara tetap berwenang untuk 

mengusahakan perdamaian hingga sebelum 

pengucapan putusan 

4. Upaya perdamaian itu berlangsung selama 14 hari 

kerja sejak para pihak menyampaikan keinginan 

berdamai kepada hakimpemeriksa perkara yang 

bersangkutan 

2. Sidang Jawaban Tergugat 

Sekitar waktu 2 minggu setelah dilakukan sidang pembacaan gugatan 

dari isteri, kemudian sidang dilanjutkan untuk tahap sidang jawaban. 

Sidang jawaban merupakan sidang untuk menerima jawaban atas gugatan 

cerai yang diajukan isteri. Sama dengan sidang sebelumnya.  Setalah 

hakim berbincang-bincang, maka hakim akan menanyakan jwaban dari 

suami sebagai tergugat. Maka suami menyerahkan jawaban gugatan 

kepada majelis hakim. Setelah itu sidang akan ditutup dan ditetapkan 

sidang berikutnya dengan agenda sidang replik dari penggugat.
88
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3. Sidang Replik.
89

 

Sebagaimana sidang sebelumnya, sidang replik adalah sidang penyerahan 

surat dari penggugat yang isinya menaggapi apa-apa yang dinyatakan 

oleh tergugat dalam surat jawabannya. Umumnya sidang replik berjalan 

sekitar 15 menit saja, karena sidang ini setelah dibuka oleh hakim mka 

dilanjutkan dengan penyerahan surat replik dari penggugat. Setelah itu 

sidang ditutup, dan diadakan 1-2 minggu kemudian dengan agenda 

penyerahan surat duplik dari tergugat 

4. Sidang Duplik. 

Sidang duplik adalah sidang penyerahan surat dari tergugat yang isinya 

adalah tanggapan atas pernyataan penggugat dalam surat repliknya.
90

 

Sidang ini pada dasarnya adalah persidangan dengan agenda penyerahan 

surat duplik yang berlangsung 10 menit. Setelah itu sidang ditutup, dan 

diadakan 1-2 minggu kemudian dengan acara sidang pembuktian dan 

saksi. 

5. Sidang Pembuktian 

Sidang pembuktian adalah sidang terpenting dalam proses persidangkan 

perceraian. Dalam sidangkan pembuktian akan diupayakan untuk 

menemukan bukti-bukti perpecahan rumah tangga. 

6. Bukti Dokumen 
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Anda harus mempersiapkan dokumen-dokumen sebagai alat bukti, 

diantaranya: 

a. Akta perkawinan/buku nikah 

b. Karta Tnada Penduduk (KTP) 

c. Kartu Keluarga (KK) 

d. Akta kelahiran anak (jika ada) 

e. Surat izin atasan bagi PNS/TNI/POLRI 

f. Bila bersamaan dengan gugatan perceraian diajukan pula gugatan 

terhadap harta bersama, maka pelu disiapkan bukti-buktikepemilikan 

harta, seperti: 

1) Sertifikat tanah 

2) BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor)/STNK 

3) Buku tabungan 

4) Kuitansi, surat jual beli 

5)  Dan lainnya 

g. Salinan putusan pengadilan 

h. Bukti hasil pemeriksaan dokter atas perintah pengadilan, bila dengan 

alasan suami cacat atau penyakit yang menyebabkan tidak mampu 

memenuhi kewajibannya 

7. Saksi-Saksi Dari Penggugat. 

Sidang pembuktian dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi 

adalah agenda yang sangat penting dan wajib.Saksi berfungsi untuk 
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menguatkan pernyataan yang penggugat. Dengan kriteria  atau syarat 

saksi: 

a. Saksi terdiri dari 2 orang 

b. Saksi boleh berasal dari keluarga 

c. Saksi harus benar-benar mengetahui secara langsung peristiwa 

rumah tangga terkait dengan gugatan cerai 

d. Saksi haruslah orang yang dewasa 

8. Saksi-Saksi Dari Tergugat 

Saksi pembuktian dari tergugat pada dasarnya sama dengan saksi 

penggugat. Setelah selesai sidang pembuktian, baik dokumen dan saksi-

saksi, maka sidang selanjutnya hakim akan menentukan tanggal dan 

waktu untuk diadakan sidang kesimpulan dari para pihak 

9. Sidang Kesimpulan Para Pihak 

Sidang kesimpulan adalah sidang berisi penyerahan surat kesimpulan 

penggugat dan surat kesimpulan tergugat, yang berisi penegasan dari 

para pihak terkait kasusu gugatan cerai. Sidang kesimpulan berlangsung 

sekitar 15 menit.Setelah selesai penyerahan. Hakim akan menentukan  

waktu untuk diadakan sidang terakhir, yakni sidang pembacaan putusan 

hakim 

10. Sidang Putusan Hakim 
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Sidang putusan merupakan sidang terakhir dari proses cerai ditingkat 

pengadilan agama. Adapun isi putusan pengadilan atas gugatan cerai 

dapat memutuskan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:
91

 

1) Gugatan dikabulkan (dalam hal ini bilaman tergugat tidak puas dapat 

mengajukan upaya hukum banding melalui pengadilan agama) 

2) Gugatan ditolak (dalam hal ini bila tidak menerima putusan hakim 

penggugat dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama) 

3) Gugatan diterima (dalam hak ini penggugat dapat mengajukan 

gegatan baru).
92

 

 

E. Profil Pengadilan Agama Tembilahan 

1. Profil Pengadilan Agama Kelas II Tembilahan
 93

 

Nama  :  Pengadilan Agama Tembilahan 

Alamat  :  Jl. Bunga No.06 Tembilahan 

Telp  :  (0768) 21223 

Fax  :  (0768) 21223 

Email  :  admin@pa-tembilahan.go.id 

         Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI. No. 34 Tahun 1972 

tanggal 16 Maret tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah 

Syari'ah di daerah propinsi Riau, Jambi dan Sumatera Utara serta Aceh, 
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dimana di dalam Keputusan   Menteri Agama RI tersebut termasuk salah 

satunya pembentukan pengadilan Agama Tembilahan. 

         Pengadilan Agama Tembilahan terletak antara 104° 10' Bujur Timur 

- 102° 32' Bujur Timur dan 0° 36' Lintang Utara - 1° 07' Lintang Utara 

dengan batasan sebagai berikut: Sebelah Utara dengan Kabupaten 

Pelalawan, Sebelah Timur dengan Propinsi Kepulauan Riau, Sebelah Barat 

dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan Sebelah Selatan dengan Kabupaten 

Tanjung Jabung Propinsi Jambi.
94

 

 

2. Sejarah Pengadilan Agama Tembilahan 

Pengadilan Agama Tembilahan dahulunya termasuk dalam wilayah 

Propinsi bagian tengah dan masih menyatu dengan Kabupaten Indragiri 

Hulu  dengan Ibukotanya Rengat. Di dalam penyelesaian sengketa 

perkara-perkara perdata Agama baik yang menyangkut dengan perkara 

bidang perkawinan, waris, wasiat, hibat, wakaf dan sedekah yang 

berdasarkan hukum Islam, maka Pengadilan Agama yang dahulu disebut 

Mahkamah Syari‟ah yang berkedudukan di Kota Bukit Tinggi 

mengadakan sidang keliling ke daerah-daerah, termasuk ke daerah Riau di 

Indragiri Hilir. 

         Pada tahun 1965 seiring dengan pemekaran Kabupaten dalam 

wilayah Riau, maka Kabupaten Indragiri Hulu dengan Ibukotanya Rengat, 

sedangkan Kabupaten Indragiri Hilir dengan Ibukotanya Tembilahan. 

Dengan telah terbentuknya Kabupaten Indragiri Hilir dengan Ibukota 

Tembilahan, secara bertahap Kantor Jawatan dan Dinas ditingkat 
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Kabupaten mulai terbentuk, demikian juga halnya dengan 

eksistensi/keberadaan Pengadilan Agama Tembilahan dalam wilayah 

Kabupaten Indragiri Hilir. 

         Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 1972 

tanggal 16 Maret 1972 tentang Pembentukan Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syari'ah di daerah Propinsi Riau, Jambi dan Sumatera 

Utara serta Aceh, dimana didalam Keputusan Menteri Agama RI tersebut 

termasuk salah satunya Pembentukan Pengadilan Agama Tembilahan. 

Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Tembilahan: 

 Undang-undang Nomor: 4 Tahun 2004. 

 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 2004. 

 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor: 3 

Tahun 2006. 

 Keputusan Presiden RI Nomor: 21 Tahun 2004.
95

 

3. Visi dan Misi 

         Visi Pengadilan Agama Tembilahan yaitu Mewujud-kan Peradilan 

Agama Tembbilahan yang Agung.  Sementara Misinya adalah: 

 Mewujudkan pelaksanaan manajemen peradilan yang baik dan benar 

secara berkesinambungan. 

 Meningkatkan kualitas, efisiensi, efektifitas kinerja dan budaya kerja 

dilingkungan Pengadilan Agama Tembilahan. 

 Meweujudkan aparatur Pengadilan Agama Tembilahan yang 

professional, disiplin, bersih, berwibawa dan berakhlakul karimah. 
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 Meningkatkan kualitas pelayanan agar public dengan mudah 

mendapatkan informasi dengan menggunakan informasi teknologi 

(IT).
96

 

4. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi Pengadilan Agama Tembilahan sebagai berikut: 

Ketua    : H. KHAIRUNNAS, S.Ag.,MH 

Panitera  : H. MUHAMMAD TAMIR, SH 

Wakil Panitera  : H. AMIR JAYA, S.HI 

Sekretaris  : Hj. SARIDAH, S.Ag.,MH 

Hakim   : 1. H. KHAIRUNNAS, S.Ag., MH 

     2. RIDWAN HARAHAP, SH., MH 

     3. YENI KURNIATI, SH 

     4. RIKI DERMAWAN, S.HI 

     5. FATHUL RIZKI, S.HI 

Panmud Permohonan : H. ABD. AZIZ, S.HI 

Panmud Gugatan : ISKANDAR, S.Ag 

Panmud Hukum : TAHARUDDIN, SH.,MH 

Kasubag Ortala : H. TAJUDDIN, S.HI 

Kasubag Umum dan Keuangan : M. ILYAS, S.Ag 

Kasubag Perencanaan TI  : MARIA MAHDALENA, S.Ag 

Juru Sita  : 1. H.M. THAIF, S.HI 

 2. H. RUSMAN, S.HI 

 3. Hj. HARYATI, SH.,MH 
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Juru Sita Pengganti : 1. H. JABAL NUR, S.HI 

     2. JUDDAH, SH., MH 

 3. MISWAN, S.HI 

 4. RIDWAN, S.HI., MH 

 5. YURIANSYAH, S.HI 

 6. MISWAN, S.HI 

Staf   : 1. KHALIDAH, S.Ag 

 2. VEBRA KURNIAWAN, SH 

 3. RIA NOVIYANDRI, SE 

 4. VIRDATUNNISA, SE 

5. Kewenangan Pengadilan Agama Tembilahan  

Kewenangan Pengadilan Agama yaitu kewenangan relatif dan 

kewenangan absolut. Kewenangan relatif mencakup dalam hal wilayah 

hukum mengadili suatu perkara. sedangkan kewenangan absolut mencakup 

segala materi yang menjadi perkara Peradilan Agama.
97

 

a. Kewenangan relatif Pengadilan Agama Tembilahan. 

Wilayah hukum yuridiksi Pengadilan Agama Tembilahan terdiri dari 20 

Kecamatan,  yaitu: 1). Kecamatan Tembilahan, 2) Kecamatan 

Tembilahan Hulu, 3) Kecamatan Tempuling, 4) Kecamatan Enok, 5) 

Kecamatan Reteh, 6) Kecamatan Mandah, 7) Kecamatan Kateman, 8) 

Kecamatan Reteh, 9) Kecamatan Tanah Merah, 10) Kecamatan Gaung 

Anak Serka, 11) Kecamatan Gaung, 12) Kecamatan Kuala Indragiri, 
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13) Kecamatan Kempas, 14) Kecamatan Concong, 15) Kecamatan 

Kemuning, 16) Kecamatan Pelangiran, 17) Kecamatan Pulau Burung, 

18) Kecamatan Teluk Belengkong, 19) Kecamatan Batang Tuaka, 20) 

Kecamatan Sungai Batang.  

b. Kewenangan absolut Pengadilan Agama Tembilahan. 

Kewenangan absolut Pengadilan Agama Tembilahan sebagaimana 

diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama Jo pasal 49, 50 dan 52 a Undang-Undang Nomor 50 

tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 

tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, 

mengadili dan menyelesaikan perkara sebagai berikut: 

1. Perkawinan 

2. Waris 

3. Wasiat 

4. Hibah 

5. Wakaf 

6. Zakat 

7. Infak 

8. Sadaqah dan 

9. Ekonomi Syari‟ah 

 

F. Tinjauan Penelitian yang Relevan 

Masalah perceraian sesungguhnya telah banyak ditulis dan diteliti secara 

teoritis di dalam literatur, skripsi dan tesis. Penelitian–penelitian terdahulu 
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berfungsi sebagai pendukung, pembanding dalam penelitian ini. Sebagai 

bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil 

penelitian terdahulu oleh beberapa  peneliti yang ada korelasi dengan 

penelitian ini yaitu: 

1. Zamri dengan tesisnya yang berjudul “Gugat Cerai Pada Masyarakat  

Rokan Hulu ( Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pasir Pangaraian)”, tesis 

Program Studi Hukum Islam, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2014, 

kesimpulan dari tesis ini adalah faktor penyebab terjadinya gugat cerai di 

Pengadilan Agama Pasir Pangaraian adalah kekerasan suami dalam rumah 

tangga (karakter/sifat), suami berselingkuh, suami melakukan perkawinan 

poligami, suami mengidap penyakit impoten.
98

  

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah: pertama, Lokasi 

dan tempat penelitian berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan 

yaitu di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu, 

sedangkan penulis meneliti di Pengadilan Agama Tembilahan Kabupaten 

Indragiri Hilir. Kedua; Tesis an. Saudara Zamri lebih fokus pada 

pembahasan aspek faktor penyebab terjadinya cerai gugat, sedangkan pada 

Tesis penulis lebih fokus pada aspek pertimbangan hukum yang diterapkan 

oleh hakim pada perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga 

(KDRT). 

2. Tasdan, dengan judul:  „Khulu‟ dalam Perspektif Hukum Islam dan 

Implementasinya Dalam Hukum Peradilan Agama‟. Tesis: Program 

                                                             
98

Zamri  “Gugat Cerai Pada Masyarakat Rokan Hulu ( Studi Kasus Di Pengadilan 

Agama Pasir Pangaraian)” Tesis Program Studi Hukum Islam, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 

2014 
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Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon 2011. 

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu: Perceraian pada dasarnya 

merupakan hak suami terhadap isterinya, bagi kalangan kaum gender ini 

dipandang tidak adil, karena isteri harus memikul beban penderitaan yang 

dilakukan oleh suami. Maka dalam posisi selanjutnya syari‟ah meletakkan 

khulu‟ sebagai solusi bagi isteri terhadap suaminya, bilamana suami itu 

berlaku sewenang-wenang diluar ketentuan hukum syara‟. Khulu‟ sebagai 

salah satu jalan putusnya perkawinan yang diajukan oleh isteri merupakan 

sesuatu yang masih mengandung kerancuan dalam hukum Peradilan 

Agama, karena tidak membedakan antara cerai gugat biasa dengan khulu‟ 

yang sesunggunya, sebagaimana yang berlaku dalam hukum Islam. 

Apalagi Kompilasi Hukum Islam tampaknya hanya sekedar mengatur tata 

cara khulu‟ dengan menyebut akibat khulu‟ bahwa isteri tidak dapat 

dirujuk dan khuluk mengurangi bilangan talak suami. yarakat pencari 

keadilan akan diabaikan begitu saja. Dalam hukum materiil Peradilan 

Agama yang tertuang Kompilasi Hukum Islam khulu‟ harus dilakukan 

oleh isteri dengan disertai alasan-alasan yang telah disebutkan dalam pasal 

116. Keberadaan khulu‟ memang sudah sejak dulu relevan dengan 

kebutuhan hukum keluarga. Begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam, 

penyebutan khulu‟ merupakan suatu kemajuan dan relevan dengan 

kebutuhan hukum keluarga Islam masa kini.
99

 

                                                             
99

 Tasdan, „Khulu‟ dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya dalam Hukum 

Peradilan Agama‟. Tesis: Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati 

Cirebon 2011 
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Adapun perbedan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penulis 

lebih melihat aspek putusan hakim Pengadilan Agama Tembilahan tentang 

cerai gugat (khulu‟) seorang isteri yang menggugat suaminya, disebabkan 

oleh hal-hal tertentu atau sebaliknya.  

Penelitian mengenai  perkara cerai gugat (khulu‟) di Pengadilan 

Agama Tembilahan yang menganalisa putusan hakim, belum pernah ada 

sebelumnya. Sehingga menurut penulis, penelitian ini diharapkan mampu 

mengisi celah yang belum diisi dalam penelitian sebelumnya. 

 

3. Sudirman S. Kasus Cerai Gugat Dalam Kalangan Pegawai Negeri Sipil 

(Studi di Pengadilan Agama Tembilahan)”. Kesimpulan dari hasil 

penelitian tesis ini adalah: pertama, penyebab meningkatnya peristiwa 

cerai gugat dalam kalangan PNS di PA Tembilahan adalah adanya aspek 

spiritual dan emosionalnya yang labil, aspek perekonomian, aspek 

membaiknya tingkat pendidikan, aspek perubahan sosial. Selain itu 

pemahaman dan kesadaran hukum perempuan semakin meningkat, 

peluang berkarier dan perubahan stigma masyarakat terhadap perempuan 

yang bercerai karena cerai bukanlah hal yang tabu dan menakutkan, karena 

juga dilindungi undangundang sehingga dianggap sebagai solusi ampuh 

dalam menyelesaikan konflik keluarga. Kedua, Adapun faktor penyebab 

terjadinya peristiwa cerai gugat dalam kalangan PNS di Pengadilan Agama 

Tembilahan adalah, dikarenakan minimya pemahaman tentang ajaran 

agama, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), suami terjerat kasus 

narkoba, suami pemabuk dan penjudi, istri merasa mampu, pengaruh alat 

komunikasi dan media sosial, dan terakhir adalah disebabkan penempatan 
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tugas yang terpisah antara suami dan istri yang mengakibatkan munculnya 

perselingkuhan dan nikah sirri. Ketiga, Upaya Kementerian Agama 

Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengurangi akan terjadinya peristiwa 

perceraian terutama cerai gugat adalah dengan cara : 

a. Melakukan pelaksanaan bimbingan perkawinan secara berkelanjutan. 

b. Memaksimalkan peran BP-4 (Badan Penasihatan, Pembinaan dan 

Pelestarian Perkawinan). 

c. Meningkatkan peran Ka. KUA/ Penghulu, serta menjalankan 

Tupoksinya dengan baik, sistematis dan berkelanjutan, yaitu dengan 

menjalankan agenda : 

 Memberikan penasihatan Pra Nikah. 

 Memberikan penyuluhan pernikahan. 

 Meningkatkan kifrah dan kualitas PPN. 

 Mengadakan Pembinaan Keluarga Sakinah 

Perbedaan dengan Tesis yang peneliti tulis adalah terletak pada objek 

penelitiannya, Tesis Saudara Sudirman S. lebih fokus pada pembahasan 

perceraian dikalangan PNS, sedangkan Tesis penulis objeknya lebih pada 

materi salinan putusan pengadilan yang penulis analisis disegi 

pertimbangan hukum yang diterapkan oleh para hakim di Pengadilan 

Agama Tembilahan. 

 

4. Tesis Saudara Safliwar yang berjudul: “Implementasi Mediasi Dalam 

Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru”. 

Kesimpulan dari tesis ini adalah: pertama, Pengadilan Agama Pekanbaru 

telah mengimplementasikan  PERMA  No. 1 Tahun 2016 Tentang 
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Prosedur Mediasi di Pengadilan, walaupun tingkat keberhasilan dari 

proses mediasi tersebut masih tergolong rendah disebab berbagai faktor 

antara lain tidak adanya hakim mediator yang memiliki sertifikat mediator 

dari Mahkamah Agung, para pihak merasa proses mediasi akan 

memperlambat proses sidang perkara mereka, para pihak mengikuti proses 

mediasi hanya sebatas formalitas saja. Kedua, keberhasilan mediasi dapat 

dilihat dari efektifitas pelaksanaan mediasi yang bertumpu pada upaya dan 

profesionalitas hakim mediator dalam melaksanakan proses mediasi 

(keahlian di bidang hukum formil dan hukum materil, dan juga keahlian di 

bidang psikologi), hakim mediator yang bersertifikat, adanya subtansi 

hukum atau peraturan yang jelas dan terperinci untuk mengupayakan 

damai dengan sungguh-sungguh, didukung oleh kultur budaya masyarakat 

untuk menyelesaikan sengketa, disinilah pentingnya upaya  hakim 

mediator dalam keberhasian proses mediasi agar bisa mengurangi angka 

perceraian. Ketiga, kendala yang dihadapi hakim mediator  dalam 

keberhasilan mediasi perkara perceraian adalah hakim mediator belum ada 

yang memiliki sertifikat mediator, mediasi menambah beban kerja hakim, 

ruangan mediasi yang belum memadai, mediasi belum banyak mendapat 

perhatian lebih dari MA. 

Adapun perbedaan pembahasan Tesis ini dengan pembahasan pada Tesis 

Penulis adalah terletak pada materi dan objek penelitian. Pembahasan pada 

Tesis Saudara Safliwar meneliti proses mediasi di Pengadilan Agama 

Pekanbaru, sedangkan penilitian penulis menitikberatkan pada kajian 

kasus perkasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 



78 
 

 
 

yang dianalisis pada pertimbangan hukum yang diterapkan oleh para 

hakim di Pengadilan Agama Tembilahan. 

 

G. Konsep Operasional / Kriteria Variabel 

Konsep operasional/kriteria variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada 

sebuah variabel dengan cara memberikan atau menspesialisasikan kegiatan 

yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Operasional variabel pada 

penelitian ini adalah : 

1. Cerai  gugat di Pengadilan Agama Kelas II Tembilahan: Analisis putusan 

cerai gugat di Pengadilan Agama Tembilahan Tahun 2017; 

2. Motif yang menjadi latarbelakang seorang isteri melakukan tuntutan cerai 

gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama 

Tembilahan.  

3. Analisis pertimbangan hukum dalam putusan hakim terhadap tuntutan 

cerai gugat di Pengadilan Agama Tembilahan. 


